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KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 30 / HK.03.113327 /2O2t
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negzra yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepostisme di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan

peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara

negara;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang tentang Pembantukan Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Mengingat

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 ter^tarrg

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor

1O1, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42501;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

1O1, Tambahan L,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52a61;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 445O);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panj ang Tahun

2012-2025 dan Jangka Panjang Menengah

Tahun 2OI2-2O14 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6O Tahun
2072 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di
Lingkungan Kementerian /l*mbaga dan
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan
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Memperhatikan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

20 15 tentang Pengendalian Gratifikasi Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 2Ol);

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor

945/PW.O1/11l2O2l perihal Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tahun 2O21;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang Nomor 57 /HK.O3.1lo4l2o2l
tentang Pembentuka Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 202I.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pemalang dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam lampiran I dan merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai Tugas, wewenang dan fungsi

ssfagaimana terlampir dalam lampiran II merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

OMISI PEMILIIIAN UMUM
G

ATI

engan aslinya
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SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN PEMALANG TAHUN 2O2I

LAMPIRAN I

XEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATDN PEMALANG

NOMOR 30 I HK.o3.rl3327l2o2r
TENTANG

PENE"IAPAN SATUAN TUGAS UNM PENGENDAIIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 25 Oktotrcr 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN
t1 i\l

ngan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM

E

JABATAIT

DALAU DtrAS

JABATAIT DAL/Utr

TIM

I MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I KETUA KPU

KAB.PEMAI-ANG

PENGARAH

2 WA}IYONO, S.Pd ANGGOTA KPU PENGARAH

3 AIDA YUNIRAHMAWATI, S.PSi ANGGOTA KPU PENGARAH

4 HARUN GUNAWAN,S.E ANGGOTA KPU PENGARAH

5 AGUS SETTYANTO,B.SC ANGGOTA KPU PENGARAH

6 DTS.BUDI UTOMO SEKRETARIS KETUA

ANITA KURNIAWATI,SE KASUBAG

HUKUM

SEKRETARIS

8 NUGROHO TIADI WIBOWO, ST KASUBAG

TEKNIS DAN

HUPMAS

ANGGOTA

SUMIYANTI,SE KASUBAG

PRODAT

ANGGOTA

10. TOMI WASITO ADI, S.A.P KASUBAG KUL ANGGOTA

11. NANIK SRI PUJI HARYATI, S.Kom STAF ANGGOTA

TAUFIK SUG1ARTO STAF ANGGOTA

RN

G

ro IIIAUA

9.

72.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEMALANG

NOMOR 30 /HK.O3.l/3327 /2021
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2O2I

A. Tugas dan vewenang Unlt Pengendallan GratlIlka:l KPU Kabupaten

Pemalang mellputl:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan,

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran
KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU
Kabupaten Pemalang;

2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan
pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui
Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang, untuk dilakukan analisis dan
penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifrkasi dan usulan kebijakan
Gratifikasi kepada ketua KPU Kabupaten Pemalang melalui Sekretaris
KPU Kabupaten Pemalang;

4. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan
Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU
Kabupaten Pemalang, PPK,PPS dan KPPS;

5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. meminta data dan isformasi kepada satuan ke{a tertentu dan/atau
setiap jajaran KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS terkait
pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada sekretaris KPU
Kabupaten Pemalang apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi
oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPSS dan
malaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada sekretaris
KPU Kabupaten Pemalang;dan

8. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh
setiap jajaran KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPPS dan/atau
pihak ketiga.
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B. Fungsl Unlt Pengendallan Gratlflkasl KPU Kabupaten Pemalang

meliputi;

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratilikasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS;

2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU
dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten
Pemalang;

3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek

pelaporan penerimaan gratifi kasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan

gatifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak
atau busuk;

7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU
Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan
penerimaan gratifikasi ;

8. mengadminstrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari
jajaran KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan
KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, dan KPPS.

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan
kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi
pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS;

10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

aslinya
ISI PEMILIHAN UMUM

G

F

q

ATI
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